
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 :entang Pembetukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

Mengingat 

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Rem bang Nomor 39 Tahun 2017 
tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga 
Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan 
Transportasi dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau 
Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
serta Tenaga Ahli Fraksi; 

b. bahwa hasil kajian menunjukan adanya perubahan harga 
setempat sehingga perlu melakukan perubahan standar 
besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

Menimbang: a. berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki an Rakyat Daerah 
Kabupaten Rem bang Daerah, besaran tu njangan perumahan 
dan tunjangan transportasi memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas, standar harga seternpat yang berlaku, 
dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN, 

SATUAN HARGA PAKATAN DINAS DAN ATRIBUT, TLNJANGAN 
PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN BESARAN 

KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AH ~I ALAT 
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH SERTA TENAGA AHLI FRAKSI 

TENT ANG 

NOMOR 9 TAHUN 2019 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

BUPATI REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Rembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 129); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
61); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara i~epublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan an Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang 
belum menyediakan rumah negara, Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Rembang diberikan tunjangan perumahan sebesar : 
a. Ketua Rp. 18.108.000,-/bulan; 
b. Wakil Ketua Rp. 12.978.000,-/bulan; 
c. Anggota Rp. 9.013.000,-/bulan. 

Pasal3 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 
39 Tahun 2017 ten tang Besaran Bia ya Pemeriksaan 
Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, 
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Besaran 
Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi 
{Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 39) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Besaran 
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga Pakaian Dinas 
dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan Besaran 
Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga Ahli Fraksi 
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 2) 
diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 39 TAHUN 2017 
TENTANG SESARAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN, 
SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRISUT, 
TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI 
DAN SESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM 
AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH SERTA TENAGA AHLI FRAKSI. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2017 tentang 
Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga 
Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan 
Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat 
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga 
Ahli Fraksi (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Pera tu ran Bupati Rem bang Nomor 39 Tahun 201 7 
tentang Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan, Satuan Harga 
Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Transportasi dan 
Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat 
Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tenaga 
Ahli Fraksi (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 
Nomor 2); 

Menetapkan 



SUBAKTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 9 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 2;;.... Pe6Tt1.Ar1 ;2.ol~ 

SEKRETARIS DAERAH 
KA~ REMBANG, 

ABDUL HAFJDZ 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 2 2 Vebt-uari .2.ol !} 

BUPATI REMBANG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rem bang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebesar Rp. 10.890.000,-/bulan. 

Pasal II 

Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 


